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ABSTRAK  

 

Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan merupakan 

tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang dituang dalam 

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2011-2031. Melalui kebijakan yang ada, di harapkan mampu di 

implementasikan dan diterapkan dalam kegiatan yang nyata di lapangan. 

Permasalahan dalam penelitian ini kebijakan yang ada belum secara maksimal 

dapat di implementasikan secara maksimal seperti sistem drainase kota yang 

terjadi kawasan padat penduduk dan komersil MH Thamrin masih terjadi banjir, 

hal ini mengindikasikan bahwa salah satu sistem infrastruktur perkotaan masih 

ada yang belum efektif. Tujuan Penelitian ini untuk meneliti implementasi 

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem 

Infrastruktur Perkotaan Di Kota Medan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan dalam 

metode ini diperoleh dengan wawancara langsung ke narasumber yang terkait. 

Narasumber penelitian ini tertuju kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 

belum dapat sepenuhnya menampung berbagai usulan masyarakat terhadap 

masalah terkait sistem infrastruktur perkotaan seperti drainase ataupun perbaikan 

jalan di karenakan keterbatasan anggaran dan adanya kendala-kendala lain di luar 

kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Saran yang dapat peneliti 

berikan yaitu mengupayakan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat 

agar masalah-masalah yang terkait dengan sistem infrastruktur perkotaan lebih 

maksimal, menjaga dan meningkatkan koordinasi yang telah terjalin dengan baik 

antara instansi terkait, mewujudkan program-program yang telah dicanangkan 

pemerintah untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sehingga pelayanan 

masyarakat dapat terpenuhi.  

  

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Sistem Infrastruktur Perkotaan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 merupakan Peraturan 

Daerah yang membahas tentang Rencana Tata Ruang Wialayah Kota medan 

Tahun 2011-2031. Peraturan Daerah ini dirasa perlu dirancang sebagai wujud 

melaksanakan ketentuan di dalam pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-undang No.26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah yang membahas RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan perlu disusun untuk mengarahkan 

pembangunan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, 

berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Medan dan 

keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) kota merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang 

bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 

Peraturan Daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 memuat istilah-istilah 

yang terdapat di dalam Peraturan Daerah tersebut dimulai dari Tata Ruang, 

Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota, kawasan-kawasan strategis kota, ruang 

terbuka hijau, sistem jaringan hingga ketentuan-ketentuan yang menyangkut 

peraturan zonasi sistem kota dan ketentuan perizinan serta arahan sanksi yang ada.
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Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 di dalamnya juga 

menjelaskan peran dan fungsinya bahwa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)  

Kota Medan disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan 

diwilayah Kota Medan. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)  kota Medan 

dijadikan pedoman yang mencakup pembangunan dan pemanfaatan dalam 

mewujudkan keseimbangan arah pembangunan kota. 

Peraturan Daerah erat kaitannya dengan berbagai kebijakan-kebijakan 

yang di atur di dalamnya. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kota Medan No 

13 Tahun 2011. Ada banyak kebijakan-kebijakan dan strategi yang dituangkan di 

dalam perda ini salah satunya yang berkaitan dengan Sistem Infrastruktur 

Perkotaan yang terdapat pada bagian ketujuh. 

Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan 

Daerah Kota Medan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sistem Penyediaan Air Minum 

Bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan 

air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi 

dan cakupan pelayanan.  

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali dan pengolahan 

bagi air limbah dan kegiatan permukiman, perkantoran dan kegiatan ekonomi 

dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku. Terdapat sistem 

pengelolaan air limbah domestik dan industri serta pembuangan air limbah 

terpusat dan setempat.  
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c. Sistem Pengolahan Persampahan 

Bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas 

lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program 

pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan atau pemanfaatan 

kembali sampah. 

d. Sistem Drainase Kota  

Bertujuan untuk mengurangi genangan air bagi kawasan pemukiman 

dan komersial di permukiman. Sistem drainase kota yakni jaringan drainase 

primer, sekunder dan tersier. Jaringan drainase primer di tetapkan misal di 

sungai Belawan dan sungai Deli lalu Jaringan drainase sekunder ditetapkan di 

sungai-sungai kecil yang ada dikota Medan.  

e. Penyediaan dan Pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan bagi pejalan 

kaki. 

Bertujuan mengakomodasi pejalan kaki supaya terjadi keamanan dan 

keselamatan yang ditetapkan dikawasan pedestrian meliputi salah satunya 

mencakup kawasan komersial Aksara Plaza Koridor Komersil Jalan HM. 

Yamin dan Sisingamangaraja mencakup koridor wisata Sisingamangaraja dan 

Maimun. 

f. Jalur Evakuasi Bencana 

Bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. Jenis 

rawan bencana alam yang potensial terjadi di Kota Medan ialah bencana alam 

banjir, gempa bumi, dan kebakaran.  
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Keberadaan sistem infrastruktur perkotaan di Kota Medan dibangun dalam 

upaya pemerintah menyiapkan pembangunan yang berdaya guna bagi 

kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian 

dituangkan berupa Peraturan Daerah diharapkan mampu di implementasikan, 

diterapkan dalam kegiatan yang nyata di lapangan. 

Peraturan Daerah tentu memuat kebijakan yang pada dasarnya diharapkan 

sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan pembaharuan di berbagai bidang 

dan aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga suatu kebijakan dikatakan berjalan 

apabila implementasi yang terjadi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah 

dibuat. 

Namun tidak semua kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. 

Faktanya masih ada peraturan yang kontras dengan kenyataan yang terjadi di 

lapangan. Begitu pula yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Medan No 13 

Tahun 2011 khususnya mengenai Sistem Infrastruktur Perkotaan. Contohnya 

peraturan atau kebijakan yang terkait dengan sistem drainase kota, seperti yang 

terjadi di kawasan komersil dan padat penduduk di Jalan MH Thamrin masih 

sering terjadi genangan air atau biasa disebut banjir. Apabila hujan turun dengan 

intensitas air yang tinggi terlebih lagi pada saat musim hujan, maka sudah bisa di 

pastikan kawasan ini akan tergenang air. Genangan air yang terjadi cukup 

memperihatinkan karena mengingat kawasan ini berada di wilayah berstatus kota 

dan masalah genangan air masih terjadi hingga sekarang cukup mengindikasikan 

bahwa sistem drainase kota belum efektif.  
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Kondisi ini menjadi perhatian yang harus dikaji atau diteliti bagaimana 

kebijakan yang telah ada belum diterapkan secara utuh terhadap fenomena yang 

terjadi. Kondisi dan fakta lapangan yang terjadi juga menggambarkan belum 

maksimalnya Implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No 13 

Tahun 2011 yang berkaitan dengan Sistem Infrastruktur Perkotaan, khususnya 

Sistem Drainase Kota yang belum optimal berjalan. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilihat dari belum efektifnya suatu 

kebijakan yang terdapat pada Perda Kota Medan No 13 Tahun 2011 terkait Sistem 

Infrastruktur Perkotaan, maka perlu dilakukan kajian analisis permasalahan yang 

ada terhadap kebijakan Sistem Infrastruktur Perkotaan khususnya sistem drainase 

perkotaan di Kota Medan. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah, sehingga tidak mengaburkan 

penelitian maka peneliti membuat pembatasan masalah agar dapat dimengerti arah 

dan fokus penelitian sehingga lebih jelas untuk dibahas. Adapun batasan 

penelitian hanya akan diambil fokus mengenai kebijakan Sistem Drainase Kota 

yang dilihat berdasarkan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Medan No 13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur 

Perkotaan di Kota Medan. Penelitiannya dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Medan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini berfokus pada realisasi implementasi dari kebijakan mengenai 
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Sistem Infrastruktur Perkotaan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Daerah 

Kota Medan No 13 tahun 2011. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan 

meneliti apakah sudah terealisasi kebijakan yang ada sesuai implementasi 

Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan 

Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan khususnya sistem drainase 

perkotaan di Kota Medan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan 

masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian. 

b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi 

masalah yang ada. 

c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

ilmu administrasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Proposal skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Judul Skripsi 

A. Latar belakang masalah 
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B. Pembatasan masalah (jika dibutuhkan) 

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan dan manfaat penelitian 

E. Uraian Teoritis 

F. Metode penelitian  

1. Jenis Penelitian 

2. Kerangka Konsep 

3. Definisi Konsep 

4. Populasi dan Sampel (Kuantitatif)/informan atau Narasumber 

(Kualitatif) 

5. Teknik Pengumpulan Data 

6. Teknik Analisis Data 

7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

H. Daftar Pustaka 
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BAB II  

URAIAN TEORITIS 

 

Kebijakan 

Secara Harfiah, ilmu kebijakan merupakan terjemahan langsung dari kata 

policy science Yehezkel dalam Abidin (2012:). Istilah kebijakan yang 

diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan 

pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan 

untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan 

umum. Dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik Abidin (2012:4) 

mengemukakan kata Policy secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa 

jadi politia yang berarti negara kota. Dalam bahasa Latin berubah menjadi politia 

yang berarti negara. Uniknya dalam bahasa Indonesia kata kebijakan yang 

diterjemahkan dari kata policy tersebut mempunyai konotasi tersendiri. 

Thomas Dye dalam Abidin (2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai 

pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini 

dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari Easton, Lasswell dan 

Kaplan serta Friedrich. Easton dalam Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan 

pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara 

keseluruhan. Sementara Lasswell dan Kaplan dalam Abidin (2012:6) melihat 

kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai 

program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik. 
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Friedrich dalam Abidin (2012:5) mengatakan bahwa yang paling pokok 

bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan, sasaran, dan kehendak. 

Menurut Sinambela dkk (2014:14) dalam bukunya reformasi pelayanan 

publik mengatakan secara sederhana kebijakan publik adalah segala sesuatu yang 

diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Disisi lain 

Rusli dalam Ayuningtyas (2018:14) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang 

berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau 

demi kepentingan publik. 

Menurut Ayuningtyas (2014:19) kebijakan publik juga didefinisikan 

sebagai suatu arahan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu 

sehingga menggerakkan seluruh sektor atau perangkat pemerintahan dan 

menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan 

tersebut.  

Dalam kajiannya, kebijakan tidak terlepas dari proses kebijakan itu sendiri. 

Menurut Abidin (2012:74) proses kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi Masalah 

Suatu kebijakan dibutuhkan karena adanya tujuan yang hendak dicapai, 

dengan demikian tujuan merupakan prasyarat untuk mengadakan kebijakan, 

Dalam konteks yang sama dapat dilihat adanya alasan dari sebuah kebijakan 

karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Di sini, kebijakan merupakan 

alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada. Dalam buku yang 
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berjudul dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik 

Madani mengutip pendapat Rakhmat (2009:135) masalah kebijakan (policy 

problem) adalah masalah publik yang menyangkut kepentingan orang banyak. 

Masalah kebijakan dapat berupa masalah tidak strategis dan masalah strategis. 

Identifikasi masalah juga dapat dilihat dari tipe masalahnya yaitu sederhana, agak 

sederhana dan rumit. Namun seiring berkembangnya pengetahuan kebijakan tidak 

hanya dipandang sebagai alat memecahkan masalah tetapi dilihat apakah sebuah 

kebijakan yang ada telah di implementasikan secara utuh atau tidak. Sehingga dari 

sini sebuah kebijakan dapat di nilai berhasil atau tidak dalam penerapannya.  

b. Agenda Kebijakan 

Agenda kebijakan merupakan sebuah daftar permasalahan yang mendapat 

perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindak lanjuti menjadi kebijakan. 

Apakah kebijakan yang akan dibuat dapat memenuhi kepentingan semua pihak 

dalam masyarakat merupakan harapan pemerintah yang dalam kenyataannya 

hampir tidak pernah terealisasi. 

c. Proses perumusan Kebijakan Publik. 

Sejauh mana suatu kebijakan berhasil dalam masyarakat sangat ditentukan 

oleh perumusan kebijakan ini. Banyak kebijakan yang secara umum dipandang 

para ahli cukup baik tetapi tidak berhasil diterapkan dalam masyarakat sehingga 

tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pada dasarnya proses perumusan kebijakan merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu kebijakan. Kebijakan dapat menjadi aturan yang 
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diterima oleh masyarakat bergantung pada kemampuan untuk menampung 

aspirasi masyarakat melalui proses perumusan yang demokratis dan partisipatif. 

d. Analisis Kebijakan 

Sejalan dengan perkembangan studi yang semakin maju, Menurut Muchlis 

(2011:20) mengutip pendapat Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan 

analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk 

pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah awal analisis suatu 

kebijakan dapat dilakukan dengan mengajukan banyak pertanyaan dengan jelas 

dan tepat, bertujuan agar semakin terarah analisis yang akan dibuat. 

e. Pelaksanaan Kebijakan 

Kemudian agar kebijakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka 

diperlukan pelaksanaan kebijakan sebagai pendukung adanya implementasi 

kebijakan. Setelah kebijakan ditetapkan langkah selanjutnya adalah melaksanakan 

kebijakan tersebut.  

Menurut Nurcholis (2007:268) yang dikutip Arenawati dalam bukunya 

Administrasi Pemerintah Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh 

Kepala Daerah dengan persetujuan dari DPRD dalam bentuk peraturan daerah. 

Yang wajib melaksanakan Perda adalah Pemerintah Daerah sebagai eksekutif. 

Pemerintah Daerah yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah 

menyusun strategi pelaksanaan kebijakan, sekretariat daerah menyediakan 

pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, Sekretariat daerah 

melakukan koordinasi dengan dinas dan lembaga teknis. Dinas sebagai pelaksana 
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kebijakan memberikan perizinan dan pelayanan umum dan melakukan monitoring 

terhadap tugas yang menjadi lingkup tugasnya. 

f. Evaluasi kebijakan Publik  

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu 

kebijakan. Setelah kebijakan di implementasikan ada evaluasi akhir yang 

diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari 

suatu kebijakan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk membangun dan 

menyempurnakan kebijakan sehingga objek yang didentifikasi bukan hanya pada 

kegagalan dalam implementasi kebijakan menjadi sasaran untuk diperbaiki. 

Menurut Prasojo (2009:10) dalam bukunya yang berjudul Reformasi 

Kedua, Kebijakan tidak boleh hanya menjadi kebijakan belaka, tetapi harus 

memiliki nilai transformasi perubahan. Selain itu, tidak akan mengetahui sejauh 

mana nilai transformasi perubahan sebuah kebijakan tanpa melakukan evaluasi. 

Hal yang harus dilakukan adalah: pertama, melakukan review dan harmonisasi 

terhadap berbagai kebijakan publik yang ada. Kedua, melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan dan hasil kebijakan yang dibuat. Ketiga, perlunya perubahan 

pemikiran tentang pentingnya peran kebijakan publik dalam dalam transformasi 

bangsa dan Negara. Keempat, kebijakan publik tidak boleh menjadi komoditas 

“proyek” yang dapat menjadi alat pembunuh bagi Negara itu sendiri.  

Menurut Abidin (2012:145) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan 

Publik dalam proses kebijakan, implementasi merupakan langkah yang penting. 

Mengutip Huntington dalam Abidin (2012:145) bahwa perbedaan yang paling 

penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk dan 
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ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan 

pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam 

mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan juga erat kaitannya dengan 

implementasi. Suatu kebijakan hanyalah dokumen yang tidak bermakna dalam 

kehidupan masyarakat tanpa implementasi. Dalam penjabaran teori yang 

dikemukakan diatas menurut Abidin (2012:146) dalam rangkaian langkah-langkah 

kebijakan, implementasi juga berkaitan dengan identifikasi masalah dan formulasi 

kebijakan sebagai langkah awal dan evaluasi sebagai langkah akhir. Sehingga 

dalam kajian kebijakan publik implementasi dianggap penting.  

Dari berbagai teori yang membahas tentang kebijakan di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah sebagai sarana dalam mengatasi masalah publik demi kepentingan 

masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk implementasi secara utuh dan 

menyeluruh. 

Teori tentang kebijakan ini dipilih karena merupakan teori dasar yang 

membahas tentang kebijakan. Kebijakan dikaji berdasarkan aspek etimologis, 

tindakan, dan strategi melalui implementasi dari kebijakan yang ada. Dimana 

aspek ini berkaitan dengan Implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Kota 

Medan No.13 Tahun 2011 dalam rangka penyediaan sistem infrastruktur 

perkotaan khususnya sistem drainase kota. 
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Implementasi 

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang 

dikutip oleh Wahab dalam bukunya (2008:187) berasal dari bahasa Inggris to 

implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu. 

Pengertian dasar memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada 

aktivitas, adanya tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme 

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan 

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Berbicara implementasi pembahasannya 

akan mengarah pada masalah penerapan/pelaksanaan suatu aturan atau keputusan. 

Menurut Winarno (2007:146) implementasi kebijakan publik sebagai 

tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 

mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi 

publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Tachjan (2006:25) Implementasi kebijakan publik adalah proses 

kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. 

Kegiatan ini terletak antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan, 

evaluasi kebijakan yang mengandung logika top-down yang berarti lebih rendah. 
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Subarsono (2010:90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: 

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya 

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 

implementor dan sumber daya finansial. 

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard 

OperatingProcedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu 

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-
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tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan 

aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

Menurut Nawawi  dalam Ayuningtyas (2018:92) ada empat variabel yang 

dapat mempengaruhi kinerja dan dampak dari implementasi kebijakan yakni: 

a. Kondisi Lingkungan, meliputi: 

1. Tipe sistem politik 

2. Struktur pembuat kebijakan 

3. Karakteristik struktur politik lokal 

4. Kendala sumber daya 

5. Sosio kultural 

6. Derajat keterlibatan pada penerima program 

7. Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup 

b. Hubungan antar organisasi, diantaranya: 

1. Kejelasan dan konsistensi sasaran program 

2. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas. 

3. Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi. 

4. Ketepatan, konsisten, dan kualitas komunikasi antar instansi. 

5. Efektivitas jejaring untuk mendukung program. 

c. Sumber daya organisasi untuk implementasi program, terdiri atas: 

1. Kontrol terhadap sumber dana 

2. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program. 

3. Ketepatan alokasi anggaran. 

4. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran. 
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5. Dukungan pemimpin politik pusat. 

6. Dukungan pemimpin politik lokal. 

7. Komitmen birokrasi. 

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, terdiri atas: 

1. Keterampilan teknis, manajerial, dan politik tugas. 

2. Kemampuan untuk mengoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan 

keputusan. 

3. Dukungan dan sumber politik instansi. 

4. Sifat komunikasi internal 

5. Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran. 

6. Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintah dan 

non government organization. 

7. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan. 

8. Komitmen petugas terhadap program. 

9. Kedudukan instansi dalam hierarki sistem administrasi.  

Tahap berikutnya di dalam siklus kebijakan adalah mewujudkan tataran 

konsep dalam praktik atau yang disebut implementasi kebijakan. Tahap inilah 

yang menentukan apakah kebijakan berhasil menyelesaikan masalah publik. 

Mengutip pendapat Purwanto dalam Ayuningtyas (2018:81) dalam bukunya 

analisis kebijakan kesehatan menjelaskan implementasi kebijakan sebagai sebuah 

kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang 

dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (target group) untuk 

mewujudkan tujuan kebijakan. Hal ini senada dengan Paudel dalam Ayuningtyas 
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(2018:81) yang menerangkan bahwa implementasi kebijakan dilihat sebagai 

proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapainya. 

Sementara Meter dan Van Horn dalam Ayuningtyas (2018) berpendapat bahwa 

implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan. 

Menurut Ayuningtyas (2018:82) hal yang penting dari proses adaptasi 

dalam implementasi adalah kemauan untuk mengakui dan memperbaiki 

kekurangan berfokus pada tujuan dan belajar dari proses dan kesalahan yang 

terjadi sebelumnya. Perbaikan adalah hal yang penting dalam implementasi untuk 

memastikan bahwa hal yang telah ditetapkan dalam kebijakan akan benar-benar 

dapat terimplementasi. Pendapat tersebut kemudian ditambahkan oleh Daniel 

Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Ayuningtyas (2018:82) yang menyebutkan 

bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau 

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan 

secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai serta berbagai cara untuk 

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Jadi implementasi 

kebijakan adalah pelaksanaan dari keputusan kebijakan publik yang dijalankan 

dengan mendistribusikan sumber daya yang ada baik sumber daya finasial dan 

manusia sehingga dapat menghasilkan keluaran kebijakan sesuai dengan sasaran 

yang direncanakan sebelumnya.  
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Kesulitan terbesar dalam pengembangan kebijakan bukanlah menetapkan 

kebijakan semata dalam lembaran kertas tetapi bagaimana memastikan 

implementasi kebijakan tersebut secara rill dilapangan dalam mencapai tujuan. 

Menurut Howlett dalam Ayuningtyas (2018:83), tentu dalam pelaksanaannya 

tidak semudah yang dibayangkan serta banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

efektivitasnya. Beragam lembaga birokrasi dari berbagi tingkat pemerintahan 

dapat terlibat dalam proses implementasi kebijakan dengan masing-masing 

membawa kepentingan khusus, ambisi dan tradisi yang mempengaruhi proses dan 

hasil implementasi dalam proses pemerintahan. 

Menurut Edward dalam Ayuningtyas (2018:86) Tanpa implementasi yang 

efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. 

Implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai upaya untuk mengelola input untuk 

menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Oleh karena itu, 

implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam prose kebijakan.   

 

Peraturan Daerah 

Dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pemerintah Daerah Arenawati 

(2016:114) mengemukakan Peraturan Daerah (Perda) adalah produk dari 

kebijakan sebagai perwujudan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda). 

Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam 

Pasal 236 UU No 23/2014 Perda memuat: 

a. Penyelenggara Otonomi Daerah dan tugas pembantuan. 
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b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

Selain memuat dua hal di atas Perda dapat memuat materi muatan lokal 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan dalam 

pembentukan Perda dijelaskan dengan Pasal 237 (2) UU No.23/2014 sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan Perda  

Perencanaan perda diatur dalam pasal 239 UU No.23/2014. Perencanaan 

penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Program 

pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan 

Perda. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilaukan 

setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. 

b. Penyusunan Perda 

Penyusunan Perda diatur dalam Pasal 240 UU NO.23 Tahun 2014. 

Penyusunan Perda diatur sebagai berikut: 

a) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program 

pembentukan Perda. 

b) Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala 

Daerah. 

c) Penyusunan rancangan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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c. Pembahasan Perda 

Pembahasan Perda diatur dalam Pasal 240 UU NO.23 Tahun 2014. 

Penyusunan Perda diatur sebagai berikut: 

a) Pembahasan rancangan Perda dilakukan DPRD bersama Kepala Daerah 

mendapat persetujuan bersama. 

b) Pembahasan Perda dilakukan bersama melalui tingkat pembicaraan dan 

pembahasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

d. Penetapan Perda 

Diatur dalam Pasal 242 UU No.23 tahun 2014 yang berisi proses 

penetapan Perda meliputi: Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh 

DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala 

Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda, penyampaian rancangan Perda 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan bersama. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda 

Provinsi kepada Menteri paling lama 3 hari sejak menerima rancangan Perda 

Provinsi dari pimpinan DPRD Provinsi untuk mendapatkan nomor register 

perda, dll. 

e. Pengundangan Perda 

Pengundangan Perda di atur dalam Pasal 244 UU No.23/2014 sebagai 

berikut: 

a) Perda diundangkan dalam lembaran daerah. 

b) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris 

daerah. 
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c) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 

diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam perda yang bersangkutan. 

Menurut Widjaja (2013:244) dalam bukunya yang berjudul 

penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, Perda dilarang bertentangan 

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum ini adalah yang 

berakibat terganggunya pelayanan umum dan ketentraman/ketertiban umum serta 

kebijakan yang bersifat diskriminatif. 

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang meliputi: 

a. Kejelasan tujuan 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 

c. Kesesuaian antara jenis 

d. Dapat dilaksanakan 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

f. Kejelasan rumusan 

g. Keterbukaan 

Kemudian menurut Asshiddiqie (2017:288) dalam bukunya yang berjudul 

konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia mengenai Peraturan Daerah (Perda) 

sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas maka 

perlu dikukuhkan kedudukannya dan bersifat mandiri. 

Peraturan daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 merupakan salah satu 

contoh dari produk kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Perda Kota 
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Medan Nomor 13 Tahun 2011 memuat materi muatan lokal yang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang 

rencana tata ruang wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 yang di dalamnya 

terkait dengan sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan. 

Sesuai dengan keterangan yang diuraikan diatas bahwa Perda Kota Medan 

No.13 tahun 2011 dibentuk melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Perda yang dituangkan 

dalam lembaran daerah dan mempunyai kekuatan yang mengikat dalam 

menjalankan peraturannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2016:8), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau dalam pengertiannya 

memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, 

konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab-akibat, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. 

Penelitian pada metode kualitatif dilakukan pada objek yang berkembang 

apa adanya, tidak dimanipulasi dan penulis sebagai instrumennya. Untuk dapat 

menjadi instrumen maka penulis harus membekali teori sehingga mampu 

bertanya, menganalisis dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi 

lebih jelas dan bermakna. 

Dalam metode kualitatif terdapat istilah penelitian deskriptif, Maolani dan 

Cahyana (2015:72) mengatakan Penelitian ini merupakan aktivitas yang bertujuan 

untuk menggambarkan situasi atau fenomena, yang dirancang untuk mendapatkan 

suatu informasi dalam keadaan sekarang. Penelitian deskriptif juga dilaksanakan 
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untuk mengembangkan tujuan yang luas, biasanya mengembangkan ilmu yang 

mendasari masalah dan penjelasan. 

3.2 Kerangka Konsep 

Berdasarkan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan 

No.13 tahun 2011 dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan. 

Kerangka konsep dibuat untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan yang di 

buat oleh Pemerintah Kota Medan dalam Implementasi Perda Kota Medan No.13 

Tahun 2011 dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota 

Medan. 

Gambar.1 Kerangka Konsep 

 

 

Perda Kota Medan No.13 Tahun 
2011 dalam rangka penyediaan 

sistem infrastruktur perkotaan di 
kota Medan

Sistem Infrastruktur Perkotaan 
meliputi:

1. Sistem penyediaan air minum.

2. Sistem pengelolaan air limbah.

3. Sistem drainase kota.

4. Penyediaan dan Pemanfaatan 
prasarana dan sarana jaringan jalan 

pejalan kaki.

5. Jalur Evakuasi Bencana.

Tujuannya agar kebijakan dapat 
di implementasikan guna 
kesejahteraan masyarakat

Implementasi Kebijakan 
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Medan dengan cara 

membangun Sistem Drainase Kota 
sebagai salah satu bagian Sistem 

Infrastruktur  Perkotaan
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3.3 Definisi Konsep 

Menurut Komaruddin (2006:122) Konsep berasal dari bahasa Latin, 

Conceptus yang berarti rancangan, pendapat, ide, gagasan. Dari segi subyektif 

konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu, sedangkan 

dari segi obyektif, konsep merupakan sesuatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek 

tersebut. Jadi konsep adalah kegiatan atau proses berfikir seperti ide dan gagasan 

sebagai produk dari intelektual berupa pandangan. 

1. Kebijakan 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara 

bertindak yang diterapkan oleh pemerintahan, Kebijakan dapat pula diartikan 

pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi (dalam hal 

ini pemerintahan) termasuk identifikasi berbagai alternatif berdasarkan 

dampaknya. 

2. Implementasi 

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu 

pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan 

atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. 

3. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah produk dari kebijakan daerah sebagai 

perwujudan otonomi daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran yang 

lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperlihatkan ciri khas masing-masing daerah. 
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4. Sistem Infrastruktur Perkotaan 

Sistem Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, 

peralatan, instalasi, yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya 

sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem Infrastruktur merupakan 

pendukung utama sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 

5. Sistem Drainase Perkotaan 

Kata drainase berasal dari kata drainage yang artinya mengeringkan atau 

mengalirkan. Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk 

menangani persoalan kelebihan air yang berada dibawah permukaan tanah. 

Drainase perkotaan adalah ilmu drainase yang khusus mengkaji kawasan 

perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial budaya yang ada dikawasan kota. Drainase perkotaan 

merupakan sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan 

yang meliputi kawasan pemukiman, industri dan perdagangan, sekolah, 

rumah sakit, lapangan terbuka, serta fasilitas umum lainnya. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

penelitian pendukung analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi penelitian ini 

dibuat berlandaskan uraian teoritis yang telah dikemukakan didepan. Adapun 

Kategorisasi penelitian ini sebagai berikut.  

a. Adanya tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum yang berorientasi 

pada kepentingan publik. 
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b. Adanya nilai transformasi perubahan sebagai dampak dari kebijakan yang 

dibuat. 

c. Adanya unsur pelaksana sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran 

kebijakan. 

d. Adanya strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum agar implementasi 

dapat berjalan efektif.   

3.5 Narasumber  

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang baik 

mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui 

secara jelas tentang suatu informasi untuk kepentingan pemberitaan dimedia 

massa. Biasanya informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui 

wawancara dengan meminta pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang 

sedang berkembang. Selain itu narasumber juga diperlukan untuk mendukung 

suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan narasumber yang terdiri dari: 

1. Satu orang Narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum  

Bidang Drainase : Ibu Dorlima Siahaan SE, MM selaku Sub Koordinator 

Penyelenggara Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Medan 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016:224) Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 
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dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan macam-macam teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016:228) manfaat observasi dalam 

penelitian yakni akan mampu memahami konteks data dalam keseluruhan 

situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh, akan 

memperoleh pengalaman langsung, dan dengan observasi penulis dapat 

melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya yang 

berada dilingkungan itu. 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumen yakni berupa catatan-catatan. 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat 

dipercaya kalau didukung oleh catatan-catatan pendukung berupa buku 

literasi, jurnal, laman internet, gambar/foto, karya tulis akademik, dan 

sebagainya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Moleong dalam Mulyatiningsih (2014:103) menjelaskan bahwa analisis 

data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengatur urutan data, 
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mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian. Sedangkan 

Taylor dalam Mulyatiningsih (2014:103) analisis data adalah cara atau usaha 

untuk menemukan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan berdasarkan data 

penelitian. Dua pendapat tersebut mengandung makna bahwa analisis data 

kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola., 

kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan 

penelitian. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) dalam 

kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan 

data dimulai hingga selesai, analisis data dilapangan terdapat tahap-tahap aktivitas 

dalam analisis data yaitu: 

a. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.  

b. Penyajian data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan 

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Konklusi atau Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 
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yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hipotesis atau teori. 

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Medan. Lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, 

sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. Dan 

waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 

2022. 

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian 

yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Dalam 

Rangka Menyediakan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan, yakni 

Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2011-2031 bagian ketujuh pasal 28 Sistem Infrastruktur Perkotaan. 

Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

3.9.1 Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 bagian ketujuh pasal 28 

Sistem Infrastruktur Perkotaan. 

Dalam mengarahkan pembangunan di Medan dengan memanfaatkan ruang 

wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya 

dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional perlu disusun 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota. Bahwa dalam rangka mewujudkan 
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visi dan misi pemerintahan kota Medan dan keterpaduan pembangunan antar 

sektor, daerah dan masyarakat maka RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)  kota 

merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara 

terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia 

usaha. 

Pada Bagian ketujuh Sistem Infrastruktur Perkotaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf f meliputi: 

a. Sistem penyediaan air minum 

b. Sistem pengelolaan air limbah 

c. Sistem pengelolaan persampahan 

d. Sistem drainase kota 

e. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki  

f. Jalur evakuasi bencana. 

Seperti yang di jelaskan di dalam Bab I Ketentuan Umum dalam Peraturan 

Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011-2031 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dalam Pemerintah 

Daerah yakni Pemerintahan Kota Medan, Kepala Daerah yakni Walikota Medan, 

wilayah yakni ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dari sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungsional, Peran masyarakat adalah partisipasi aktif dalam 

pemrosesan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 
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Kemudian pada Peran dan fungsinya RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah)  Kota Medan disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan 

pembangunan di Wilayah Kota Medan. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Kota Medan juga memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan wilayah kota 

Medan, rencana struktur ruang wilayah Kota Medan yang meliputi sistem pusat 

kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan, arahan pemanfaatan ruang 

wilayah Kota Medan yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah 

lima tahunan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota 

Medan yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan 

ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Wilayah perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan 

meliputi wilayah administrasi Kota Medan yang terdiri atas: Kecamatan Medan 

Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan 

Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan 

Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan 

Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, 

Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, 

Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan 

Tembung, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan 

Medan Marelan, Kecamatan Medan Belawan. 

3.9.2 Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 

Dinas pekerjaan umum Kota Medan merupakan unsur penyelenggara 

pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung 
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dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Rencana 

strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun. Seperti yang ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah setiap SKPD/Kecamatan  

diarahkan (di haruskan) untuk menyusun dokumen Renstra (Rencana Strategis). 

Keberadaan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Medan akan sangat membantu Walikota Medan dalam menjabarkan visi, misi dan 

program-program pembangunan kota Medan sehingga kinerja program dan 

proyek/kegiatan, serta mengetahui sejauh mana penanganan dan penanggulangan 

terhadap berbagai masalah dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat 

selama pemerintahannya telah dilakukan oleh perangkat daerah. 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 67 Tahun 2017 tentang 

rincian dan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menimbang bahwa untuk 

melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Wali kota Medan Nomor 1 

Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali kota Medan Nomor 

40 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata 

kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan mempunyai tugas 

dan fungsi sebagai berikut: 

3.9.2.1 Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 

Seperti yang dijelaskan dalam Bab III bagian kesatu dalam Peraturan Wali 

kota Nomor. 67 Tahun 2017 bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana peraturan 

pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung 
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jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Daerah mempunyai 

tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan 

Umum, penerangan dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, 

drainase jalan dan jasa konstruksi. 

3.9.2.2 Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, 

penerangan dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase 

jalan dan jasa konstruksi. 

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, 

penerangan dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase 

jalan dan jasa konstruksi. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 

umum, penerangan dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, 

drainase jalan dan jasa konstruksi. 

4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai atas peraturan perundang-undangan 

dan, 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

3.9.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sesuai dengan Peraturan Wali kota 

Nomor 67 Tahun 2017 terdiri dari: 
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a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris membawahkan: 

1. Sub bagian penyusunan program. 

2. Sub bagian keuangan dan 

3. Sub bagian umum dan kepegawaian. 

c. Bidang Jalan 

1. Seksi perencanaan jalan. 

2. Seksi pemeliharaan jalan dan 

3. Seksi pembangunan jalan. 

d. Bidang Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan 

1. Seksi perencanaan tata kelola air dan drainase perkotaan. 

2. Seksi pemeliharaan tata kelola air dan drainase perkotaan. 

3. Seksi pembangunan tata kelola air dan drainase perkotaan. 

e. Bidang Jasa Konstruksi 

1. Seksi penyelenggara jasa konstruksi. 

2. Seksi pengawasan jasa konstruksi dan. 

3. Seksi rekomendasi izin jasa konstruksi. 

f. Bidang peralatan 

1. Seksi operasional alat-alat berat. 

2. Seksi operasional kendaraan dan 

3. Seksi perbengkelan dan peralatan. 

g. UPT (Unit Layanan Pengadaan) dan 

h. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

3.9.3 Profil Singkat Kota Medan 

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota 

terbesar di kawasan timur pulau Sumatera. Wilayah Kota Medan berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, timur, dan selatan 

serta Selat Malaka di sebelah utara. Sebagian besar wilayah Kota Medan 

merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2,5-37,5 mdpl. Secara 

administratif, Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan yaitu Kecamatan Medan 

Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan 

Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan 

Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan 

Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan 

Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan 

Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan 

Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan 

Kecamatan Medan Belawan. 

Pada tahun 2016, penduduk Kota Medan berjumlah 2.229.408 jiwa dengan 

laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,85% dan kepadatan penduduk mencapai 

8.409 jiwa/km2. Jumlah penduduk laki-laki di Kota Medan yaitu 1.101.020 jiwa, 

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuannya sebanyak 

1.128.388 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Medan paling tinggi berada di 

Kecamatan Medan Area yang mencapai 17.939 jiwa/km2 dan Kecamatan Medan 

Tembung sebesar 17.176 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan 
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penduduk paling rendah yaitu Kecamatan Medan Labuhan sebesar 3.233 

jiwa/km2.  

Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Medan telah ditetapkan sebagai 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam RPJMN 2015-2019,  Kota Medan 

termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan Mebidangro dan diarahkan 

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang diarahkan sebagai 

pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk 

wilayah Sumatera Utara bagian Timur dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi 

keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional. Kota Medan 

juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Mebidangro. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penyajian Data 

Proses penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek penelitian. Proses 

ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil jawaban dari wawancara dan juga 

hasil dari pengamatan langsung  yang dilakukan peneliti. Adapun data-data dari 

wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti yakni berkaitan dengan 

Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan 

Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan. 

4.2. Analisis Data 

Kemudian peneliti menganalisis data hasil dari jawaban-jawaban 

narasumber berdasarkan penuturan narasumber yang sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. Serta literatur yang berkompeten dengan masalah 

penelitian. 

Deskripsi hasil wawancara terhadap Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Medan: 

Nama   : Dorlima Siahaan SE, MM 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Jabatan : Sub Koordinator Lingkup Penyelenggara Jasa Konstruksi   

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan  

Tanggal Wawancara : 1 Maret 2022 
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4.3. Hasil Penelitian 

4.3.1 Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka 

Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan  

1. Adanya tindakan  yang  dilakukan Dinas  Pekerjaan  Umum  dalam   

pelaksanaan  kebijakan sistem infrastruktur  kota? 

Ibu Dorlima Siahaan selaku Sub Koordinator Lingkup Penyediaan Jasa 

Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menjelaskan bahwa Dinas 

Pekerjaan Umum itu menyediakan infrastruktur drainase dan jalan. Jadi Dinas 

Pekerjaan Umum ada 4 bidang yaitu , bidang jalan, bidang drainase, bidang 

tata kelola air dan bidang jasa konstruksi dan bidang peralatan.  Nah untuk 

bidang peralatan itu supporting jadi itu di bidang jalan, bidang drainase dan 

bidang jasa konstruksi. Jadi  apa  yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum 

menyediakan  infrastruktur kota sesuai dengan kewenangan  yang ada pada 

kami yaitu membangun jalan dan drainase kota. 

2. Bagaimana tindakan atau langkah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum 

agar kepentingan publik dapat  berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada ? 

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dorlima Siahaan sebagai 

berikut: 

Nah dalam membangun infrastruktur kota itu, baik jalan ataupun drainase itu 

ada melalui tahapan. Tahapan ini ada yang melalui musrembang. 

Musrembang itu sendiri awalnya itu mulai dari rembuk warga. Rembuk 

warga ini nanti mulai dari Kepala Lingkungan mengumpulkan beberapa 

warganya untuk menampung aspirasi pembangunan apa saja yang mereka 
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butuhkan di lingkungan mereka itu. Nah itu tadi rembuk warga. Setelah itu, 

setelah aspirasi ini terkumpul maka lingkungan akan ke kelurahan namanya 

rembuk kelurahan atau mosrembang tingkat kelurahan. Nah di kelurahan ini 

dikumpulkan juga beberapa aspirasi masyarakat dari setiap lingkungan dari 

setiap kepling dikumpulkan. Nah setelah itu dari kelurahan masuk ke 

musrembang tingkat kecamatan. Jadi di kota Medan itu ada 21 kecamatan 

151 kelurahan. 

Setiap kecamatan ini nanti mengumpulkan usulan dari musrembang 

kelurahan tadi. Setelah selesai musrembang tingkat kecamatan baru masuk ke 

musrembang kota. Musrembang kota inilah nanti yang akan ada usulan-

usulan dari tiap kecamatan itu dibahas musrembang kota dikantor Wali kota 

atau ditempat yang ditunjuk. Nah dari sini nanti Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah di Kota Medan akan mendistribusikan usulan-usulan 

pembangunan tadi ke Dinas terkait. Ada usulan membuat parit itu ke kita 

Dinas Pekerjaan Umum atau usulan membuat jalan baru membuat akses ke 

jalan baru nah itu baru ke Dinas Pekerjaan Umum. Jadi nanti di musrembang 

kota itu dibagi berdasarkan dinas kewenangan yang ada pada dinas tersebut.  

3. Apakah tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum  jika kebijakan 

yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat melayani kepentingan publik? 

Jawab: Nah itu pasti. Pasti tidak bisa kita melayani sepenuhnya. Kita punya 

keterbatasan anggaran jadi kemungkinan usulan masyarakat itu untuk 

pembangunan jalan dan drainase itu ada ribuan. Nah kalau ribuan ini  kita 

tampung semua anggaran kota Medan itu tidak akan cukup untuk 
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menampung itu semua. Jadi pasti tidak terpenuhi secara maksimal.  Hanya 

apa yang bisa kita lakukan? Kita susun  berdasarkan skala prioritas jadi 

misalnya ada 13.000  nih usulan warga. Kita kan ada skala kondisi tadi, 

berapa persenkah kondisi kerusakan jalan itu. Apakah sangat rusak, rusak 

parah, rusak sedang atau rusak sedikit. Atau misalnya bisa jadi aliran air di 

saluran tersiernya yang tersumbat atau aliran kesaluran primer yang tersumbat 

sehingga menyebabkan banjir, nah jadi kita lakukan pemetaan. Misalnya nih 

untuk mengatasi banjir di lokasi ini kita hanya perlu satu titik ini saja kita 

perbaiki kemungkinan itu beberapa ruas lokasi banjir itu sudah teratasi itulah 

yang kita lakukan untuk mengantisipasi ketidakcukupan anggaran untuk 

melakukan semua usulan-usulan  masyarakat tadi. 

4. Apa saja  nilai transformasi yang dirasakan sebagai dampak dari kebijakan 

yang ada? 

Ibu Dorlima Siahaan memberikan penjelasan sebagai berikut: kebijakan itu 

sendiri dari dulu sudah seperti itu. Kita bangun infrastruktur kota itu 

berdasarkan usulan masyarakat. Kebijakan apa yang ada disitu. Pertama tadi 

untuk menyikapi keterbatasan  anggaran  kita  buat daftar  prioritas, skala 

prioritas. Itulah  kebijakan yang kita lakukan. Kemudian dampak 

transformasinya apa? Perubahannya apa ini kebijakan tadi? Perubahan  

kebijakan itukan kita tidak ada membuat perubahan yang bagaimana karena 

di pemerintahan itu semua, sudah baku sudah terukur, terstandart. Jadi kita 

tidak bisa sembarangan mentransformasi. Mentransformasi membuat 

perubahan-perubahan itu tidak bisa. Jadi misalnya usulan tadi musrembang 
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ada 13.000 usulan musrembang itu. Itu tidak bisa kita transformasi, itu tetap 

baku disitu. Yang bisa kami lakukan sebagai objek pelaku adalah 

memverifikasi usulan tadi. Jadi masuklah ke akun Dinas Pekerjaan Umum 

13.000 usulan ini oleh petugas survei kami kirimkan kelapangan untuk 

mensurvei lokasi, survei kondisi. Nah pada saat mereka survei mereka 

kirimkan laporan ke kita. Misalnya hasil musrembang kota mengusulkan 

pengaspalan jalan A kita kirimkan petugas survei ke situ untuk mengecek 

kondisi untuk mengukur, untuk mendokumentasikan dan untuk menghitung. 

Jadi pengaspalan jalan A warga kan tidak tahu paling di aplikasi ada pilihan 

berapa panjang jalan, berapa lebarnya keluarlah nanti kira kira biaya yang 

dibutuhkan untuk mengaspal jalan A. Itu hitungan kasar ternyata setelah kita 

kirimkan petugas survei dibutuhkan base. Kenapa? Karena sudah berlubang, 

ada beberapa lubang dibeberapa spot dengan kedalaman sekian itu kan 

dihitung karena kalau yang misalnya memerlukan base kan tidak bisa 

langsung kita asal kita hampar aspalnya itu tidak bisa, misalnya ketebalan 

aspal itu gemburnya itu 5cm setelah dipadatkan jadi 4 cm itu tebal aspalnya. 

Kalau ada yang berlubang kan itu bukan aspal yang kita masukkan ke lubang 

itu  namanya material base. Terdiri dari campuran batu, pasir, abu pasir itulah 

yang kita masukkan dan padatkan lagi. Nah hitungan seperti itu kan 

masyarakat tidak tahu. Di aplikasi itu dia juga tidak rinci itulah yang kita 

lakukan. Jadi semua itu terstandar, semua ada SOP nya. Kita tidak melakukan 

transformasi kalaupun ada inovasi bisa, transformasi tidak bisa karena kita 

pemerintahan. 
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5. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari  kebijakan yang dilaksanakan? 

Hal ini berdasarkan penjelasan Ibu Dorlima Siahaan terkait dampak 

perubahan pada suatu kebijakan sebagai berikut: 

Nah balik lagi ke Pemerintahan semua sudah terstandar. Sudah ada ketentuan 

bakunya, sudah ada aturan bakunya. Kita tidak boleh melakukan 

penyimpangan misalnya gini untuk pekerjaan  tahun 2022 ini sudah kita 

rencanakan di tahun 2021. Jadi setahun sebelum kita sudah buat perencanaan. 

Kenapa selama itu karena prosesnya panjang. Setelah hasil musrembang tadi 

masuk semua usulan pokok pikir nah ini kan sudah kita godok. Ternyata 

Dinas Pekerjaan Umum itu untuk tahun 2022 membutuhkan biaya sekian. 

Biaya 1 T misalnya untuk apa saja  biaya 1 T itu? Ada rinciannya 

pengaspalan jalan ini dengan volume sekian, pembetonan jalan ini, drainase 

jalan ini semua ada rinciannya. Ada volume, ada biaya. Nah ini kita bawa ke 

anggota dewan. Anggota dewan itu sebagai bahan legislatif merekalah yang 

mengetuk palu untuk anggaran Kota Medan. Setelah mereka melakukan 

verifikasi pemeriksaan disahkanlah anggaran kami, disahkan anggaran Dinas 

Pekerjaan Umum untuk tahun 2022 dengan rincian kegiatan sebagai berikut 

itu tahun lalu disahkan. Tahun ini benar-benar yang kita lakukan tidak boleh 

menyimpang dari situ. Satu kegiatan pun tidak boleh menyimpang karena 

begitu menyimpang kita tidak tahu anggarannya dari mana. Atau kita ganti 

saja di sini misalnya pengaspalan jalan A diganti ke jalan B. Tidak bisa juga 

seperti itu karena semua sudah ada aturannya. Kalau kita buat ke jalan B kena 
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proses pidana. Jadi tidak ada kita melakukan perubahan-perubahan itu tidak 

ada. Semua sudah terstandar.  

6. Apakah nilai transformasi perubahan yang ada memiliki pengaruh penting 

ada kebutuhan dan pelayanan publik? 

Ibu Dorlima Siahan menjelaskan bahwa biasanya kebijakan itu dibuat 

Rencana Strategi atau Renstra 5 Tahun. Misalnya nih kita ada Pilkada, 

Pemilihan Kepala Daerah nah program Kepala Daerah inilah yang kita jalani. 

Prioritasnya di mana misalnya pada waktu pemilihan Walikota si calon 

Kepala Daerah  membuat visi dan misinya apa saja. Oh iya mau buat Medan 

Tajir ( Medan Tanpa Banjir) dan Medan Bebas Lubang,  Nah itukan program-

program seperti Medan Bebas Stunting Medan Menjadi Kota Layak Anak, 

nah itukan program-program si Kepala Daerah dalam hal ini Walikota, 

jabarkanlah visi misinya itu ke dalam rencana-rencana kerja kita. Jadi kalau 

rencana strategis itu per 5 tahun. Rencana kerja kita itu pertahun seperti tahun 

ini kita rencanakan tahun lalu. Tapi rencana strategi ke depan selama 5 tahun 

pun sudah dibuat itulah di Perda  tadi. Perda itu kan tentang rencana tata 

ruang jadi Rencana Tata Ruang Kota Medan  itu sudah diatur 5 tahun ada 

zonasinya. 

7. Siapa sajakah pelaksana kebijakan dalam penyediaan sistem infrastruktur 

perkotaan khususnya sistem drainase kota di Jl.MH Thamrin Kota Medan? 

Ibu Dorlima Siahan menjawab: Oke. Kalau itu Dinas Pekerjaan Umum tadi 

kan saya katakan ada 4 bidang. Bidang Jalan, bidang drainase, bidang jasa 

konstruksi dan bidang peralatan. Nah kalau  drainase jalan MH Thamrin itu 
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kewenangannya ada di Bidang Drainase. Bidang Drainase ini mereka 

menyelenggarakan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan drainase 

kota. 

8. Adakah unsur pelaksana lain dalam melaksanakan penyediaan drainase kota 

selain Dinas Pekerjaan Umum? 

Pernyataan ini disampaikan Ibu Dorlima Siahaan sebagai berikut: Oke. Nah  

dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ada 2 jenis pelaksanaannya. 

Yang pertama kita pihak ketigakan, pelaksanaan pembangunannya. Kenapa 

kita pihak ketigakan karena keterbatasan SDM kita, keterbatasan waktu. 

Kalau kami semua yang membangun drainase di Kota Medan ini tidak akan 

cukup waktu dan tenaga sehingga di pihak ketigakan. Pihak ketigakan ini 

artinya dilelang, dilakukan lelang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) 

dikantor Wali kota. Jadi yang memilih penyediaan ULP bukan di dinas 

Pekerjaan Umum. Sekarang sudah berbasis elektronik semua. Jadi kita 

tinggal memberikan  kerangka acuan kerja ke ULP. Dinas Pekerjaan Umum 

mau membangun drainase sekian banyak tolong dilelangkan, jadi ULP lah 

yang melelangkan mereka yang memilih penyedianya siapa gitu nanti mereka 

menyurati kita. Ini Dinas Pekerjaan Umum  daftar penyedia yang sudah 

berhasil lewat seleksi dikasih tahu sehingga kami panggil baru kemudian 

kami lakukan ada proses pengadaan barang jasa seperti Free Construction 

Meeting sebelum free construction meeting kita juga panggil mereka untuk 

verifikasi nah itu macam-macam ada banyak tahapan dilalui itu yang pertama. 
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Yang kedua Swakelola. Kita laksanakan sendiri, nah laksanakan sendiri ini 

biasanya kalau penangannya kecil-kecil. Dinas Pekerjaan Umum kan ada 

UPT (Unit Pelayanan Teknis) sebagai perpanjangan tangan Dinas Pekerjaan 

Umum di 5 Wilayah. Ada 4 kecamatan yaitu kecamatan Medan Belawan, 

Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan. Kemudian UPT wilayah 

barat, UPT wilayah Timur, UPT wilayah kota dan UPT Wilayah Selatan. Jadi 

ada 5 wilayah untuk UPT. Nah disaat kita melakukan swakelola berarti 

anggaran dari kita, material dari kita, tenaga kerja dari kita. Memang punya? 

Punya.   

Jadi misalnya untuk perbaiki jalan. Memperbaiki jalan itu seperti menambal 

lubang yang kecil-kecil. Nah itu kita bisa swakelola bisa kita kerjakan sendiri. 

Kok bisa? Iya kita punya AMP. AMP dibelakang artinya Aspal Mixing Plain 

Mesin pencampur aspal. Kita melakukan pengadaan aspal pengadaan batu 

pecah, abu batu, pengadaan pasir pengadaan semen, ini kan kita ada 

pengadaan. Saat kita mau memperbaiki jalan, AMP kita memproduksi aspal 

setiap hari. Nah inilah yang disebar ke 5 UPT itulah melakukan memperbaiki 

jalan. Misalnya normalisasi drainase ternyata drainasenya tumpat. Itu yang 

membuat banjir jadi belum perlu dibangun drainase baru. Drainase yang 

sudah ada diperbaiki, dikorek dibersihkan dibenerin lagi nah itupun swakelola 

kita yang kerjakan. Karena kita punya 800 PHL (Pekerja Harian Lepas), 

inilah kita sebar kelapangan ada mandornya masing-masing, ada 

koordinatornya masing-masing. Jadi nanti di lapangan merekalah yang 

memperbaiki normalisasi parit atau rehabilitasi parit atau mengorek sedimen-
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sedimen parit itu.  Jadi untuk membangun infrastruktur itu ada 2 cara. Yang 

pertama melalui pihak ketiga dan yang kedua swakelola kerjakan sendiri. 

Dalam hal ini penulis menambahkan pertanyaan terkait informasi yang 

disampaikan narasumber yaitu tentang swakelola yang ada di Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Medan yang dijabarkan langsung oleh Ibu Dorlima Siahaan 

sebagai berikut: 

Apakah swakelola itu setiap hari mereka memperbaiki? 

Ibu Dorlima Siahaan lanjut menjelaskan sebagai berikut: Iya setiap hari selalu 

ada perbaikan, karena  AMP (Aspal Mixing Plan) kita setiap hari 

memproduksi aspal. Selama bahan bakunya ada. Kan tadi  kita  masak itu 

aspalnya abu batunya kita masukkan. Selama bahan campuran ini ada kita 

akan tetap masak setiap hari. Begitu masak misal 20 ton perhari itu dibagi ke 

5 wilayah berarti 1 wilayah dapat 4 ton nah 4 ton inilah yang ke Medan 

Belawan, Medan Timur, jalan mana yang perlu di perbaiki. Itu untuk pekerja 

jalan. Untuk pekerjaan drainase tadi tetap juga setiap hari selalu ada dan pasti 

ada karena sudah dijadwalkan ada times schedule misalnya minggu ini kita 

mau mengorek parit jalan itu kita butuh waktu 4 hari misalnya setelah itu kita 

lanjut di sini. Setelah dilanjut di sana itu sudah ada times schedule setiap hari. 

9. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum agar kebijakan 

sistem infrastruktur perkotaan berjalan sesuai kebutuhan? 

Ibu Dorlima Siahaan menerangkan bahwa, Nah itu tadi. Kebijakan itu kan 

terjadi pada saat program dicanangkan oleh Kepala Daerah. Dalam hal ini 

oleh Wali kota. Wali kota  membuat program prioritasnya apa, misalnya Pak 



51 
 

 

Bobby  mengatakan ke masyarakat Kota Medan Tahun 2022 tanpa lubang  

misalnya  Medan Tanpa Banjir, itulah tugas kami. Medan Tanpa Lubang dan 

Medan Tanpa Banjir Tahun 2022. Jadi apa yang kita lakukan? 

memaksimalkan anggaran yang ada untuk mengurangi lubang di Kota Medan 

dan mengurangi banjir. Nah itulah yang kita lakukan.  

10. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum jika terdapat 

kendala terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada? 

Ibu Dorlima Siahaan menjawab sebagai berikut: Pasti ada kendala. Misalnya 

untuk penanganan banjir di Kota Medan. Setelah ditelusuri ternyata penyebab 

banjir di Kota Medan itu bukan hanya drainase yang tumpat, bukan hanya 

drainase yang penuh dengan sedimen tapi ternyata kalau kita lihat dua hari ke 

belakang ini intensitas hujan tinggi sehingga menyebabkan genangan ternyata 

apa  penyebabnya? Luapan  sungai. Nah ternyata apa kendalanya? Itu tadi 

sudah diluar kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Kenapa sampai sungainya 

bisa meluap? Nah itupun faktornya banyak.  

Yang pertama mungkin memang curah hujan dihulu sana itu lagi tinggi 

misalnya digunung lagi hujan deras otomatis kan air turun debitnya itu besar. 

Nah faktor yang kedua bisa jadi karena terjadinya pendangkalan sungai. 

Karena sungai itu kewenangannya BWS (Balai Wilayah Sungai) sudah beda 

lagi instansi yang mengerjakannya.  

Lebih lanjut seperti yang diungkapkan Ibu Dorlima Siahaan dalam 

wawancara sebagai berikut: Kendala anggaran juga sering ditemukan. 

Sehingga apa yang ada itulah yang kita maksimalkan. Kita bandingkan usulan 
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masyarakat dengan kekuatan uang yang dimiliki oleh Pemko (Pemerintah 

Kota) Medan ya jauh. Masyarakat pengennya ini, ini, ini, itu tadi ada ribuan 

usulan di akun aplikasi kami. 

11. Apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bila kebijakan yang 

ada tidak sesuai implementasi? 

Ibu Dorlima Siahaan menjawab: Nah biasanya kita akan mencari solusi 

bagaimana melakukan pembangunan infrastruktur ini dengan baik tujuan kita 

kan melayani  masyarakat. Nah kita akan mencari solusi bagaimana supaya 

kebijakan dari pimpinan ini bisa terakomodir dan pelayanan masyarakat juga 

bisa terakomodir.                                                  

4.4 Pembahasan 

Peraturan Daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka 

Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan bagian ketujuh Sistem 

Infrastruktur Perkotaan Pasal 28. Adanya tindakan yang dilakukan Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Medan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam 

hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menyediakan infrastruktur dalam 4 

bidang yakni Bidang Jalan, Bidang Drainase, Bidang Tata Kelola dan Bidang jasa 

konstruksi. Sementara Bidang Peralatan bersifat supporting atau pendukung. 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sendiri dikategorikan sebagai Pelaku 

tindakan eksternal terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan di Kota Medan 

Sedangkan pelaku tindakan eksternal diluar pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Medan yaitu berbagai elemen masyarakat dalam menyumbangkan usulan 

permasalahan infrastruktur kota, pihak ketiga yakni ULP (Unit Pelayanan 
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Pengadaan), BWS (Balai Wilayah Sungai), Kepala Daerah untuk program-

program yang dicanangkan UPT (Unit Pelayanan Teknis) sebagai perpanjangan 

tangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan PHL (Pekerja Harian Lepas). 

Tahapan ini melalui musrembang atau rembuk warga yang melibatkan 

semua elemen masyarakat yang dibagi-bagi pada tahapan musrembang warga, 

musrembang kelurahan, musrembang kecamatan dan terakhir musrembang kota. 

Sehingga setiap usulan pada musrembang kota inilah nanti dibahas dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Medan akan mendistribusikan usulan-

usulan pembangunan ke dinas terkait. Dalam mengatasi hambatan tersebut pihak 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tetap melakukan kegiatan pemetaan 

mengatasi banjir di satu titik saja yang perlu diperbaiki sehingga beberapa ruas 

banjir dapat teratasi. 

Mengenai dampak erat kaitannya dengan nilai perubahan atau nilai 

transformasi sebagai efek diterapkannya suatu kebijakan. Namun dalam hal ini 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan melaksanakan kebijakan sesuai dengan 

standar operasional prosedur pemerintah yang sudah baku, terukur dan 

mempunyai standar. Sehingga tidak bisa melakukan sembarangan perubahan atas 

kebijakan yang sudah ada.  

Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi acuan atau pedoman untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di suatu 

organisasi atau instansi. Tujuan dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 

ialah memperjelas dan mempermudah proses pemberian tugas, wewenang serta 

tanggung jawab setiap pegawainya. Memudahkan dan mengetahui terjadinya 
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kesalahan dan kegagalan didalam proses kerja serta memudahkan proses 

pelaksanaan kerja masing-masing pegawainya. Untuk melakukan tindakan atas 

pelaksanaan kebijakan disamping merencanakan Rencana Kerja dan Rencana 

Strategis setiap 5 tahun, merencanakan dana atau anggaran yang diperlukan juga 

dibutuhkan adanya unsur pelaksana dalam kegiatan mendistribusikan keluaran 

kebijakan. Adanya pelaksana kebijakan dalam penyediaan maupun pembangunan 

sistem infrastruktur perkotan di bidang drainase tergantung pada variasi dan 

kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan. 

Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur seperti 

drainase kota dan jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan terkoordinasi 

dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai Pihak Ketiga. ULP (Unit 

Layanan Pengadaan) sendiri penyediaannya bukan dari Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Medan melainkan dilelang dikantor Walikota Medan, Sehingga antara Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Medan saling berhubungan dan saling terkoordinasi dalam 

melaksanakan kebijakan yang ada. Melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Medan memberikan kerangka acuan yang diberikan dalam 

bentuk basis elektronik untuk kemudian dilakukan proses pengadaan barang jasa 

seperti Free Construction Meeting melalui tahapan-tahapan verifikasi yang 

dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. 

Namun dalam pelaksanaan dan mendistribusikan kewenangan kebijakan 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan juga tidak sepenuhnya menggunakan unsur 

pelaksana diluar dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, melainkan Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Medan dapat memproduksi dan mengerjakan perbaikan 
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jalan dan drainase di Kota Medan yang disebut dengan Swakelola. Swakelola itu 

sendiri melakukan penyedian infrastruktur, pembangunan infrastruktur dan 

perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti drainase bersifat yang kecil-kecil 

pengerjaannya. 

Swakelola ini mempekerjakan sekitar 800 PHL (Pekerja Harian Lepas) 

yang disebar di 5 wilayah UPT (Unit Pelayanan Teknis) untuk melakukan 

perbaikan dan menormalisasi drainase yang tumpat menjadi penyebab utama 

terjadinya banjir di Kota Medan dan dengan adanya swakelola ini Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Medan juga berupaya secara mandiri dalam melaksanakan 

dan mendistribusikan kewenangan kebijakan. 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan membuat jadwal pelaksana kegiatan 

pekerjaan drainse setiap hari. Selama bahan-bahan pengadaan perbaikan ataupun 

pembangunan drainase tersedia maka setiap hari diproduksi dan disebar, di 

distribusikan ke 5 wilayah Kota Medan yang membutuhkan perbaikan 

infrastruktur. Selain jadwal internal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 

juga memiliki jadwal eksternal yang pasti selalu ada kebutuhan perbaikan 

drainase. Untuk pekerjaan drainase sudah dijadwalkan ada times schedule, dalam 

satu minggu mengorek parit Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan membutuhkan 

perbaikan. Implementasi suatu kebijakan selalu diharapkan dapat berjalan efektif. 

Begitu pula dalam menjalankan dan melaksanakan suatu implementasi kebijakan 

tidak terlepas dari adanya strategi sebagai  pendorong terlaksananya suatu 

kebijakan. Kewenangan kebijakan yang dicanangkan dalam bentuk program salah 

satunya Medan Tanpa Banjir oleh Walikota Medan kepada Dinas Pekerjaan 
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Umum Kota Medan tentu harus menjadi prioritas yang dilaksanakan Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Medan agar dapat mengurangi banjir dan melakukan 

normalisasi terhadap banjir. 

Anggaran yang didapatkan setiap tahunnya oleh Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Medan untuk melakukan penyediaan infrastruktur, pembangunan 

infrastruktur dan perbaikan infrastruktur nominalnya tidak akan cukup dalam 

mengatasi ribuan usulan masyarakat yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Medan. Sehingga anggaran merupakan salah satu kendala yang sering ditemukan 

dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan anggaran yang ada pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Medan menyesuaikan dengan program-program yang akan 

dijalankan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Medan tetap berusaha memaksimalkan program kegiatan yang akan 

dilakukan. 

 

 



 

57 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Perda Kota Medan No.13 

Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota 

Medan, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam mendistribusikan berbagai usulan masyarakat mengenai sistem 

infrastruktur perkotaan masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran 

sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan berupaya memaksimalkan 

anggaran yang ada agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. 

2. Dalam melaksanakan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan 

menghadapi kendala akibat keterbatasan anggaran dengan menyusun skala 

prioritas, pemetaan dan swakelola. 

3. Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka 

Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan terus diupayakan berjalan dengan 

baik, maksimal, dan efektif dilihat dari adanya program-program dari Kepala 

Daerah/Walikota seperti program yang dicanangkan Pemerintah yaitu Medan 

Tanpa Banjir dan Medan Tanpa Lubang. Dinas Pekerjaan Umum Kota 

Medan senantiasa mencari solusi bagaimana melakukan pembangunan 

infrastruktur agar kebijakan Pemerintah dan pelayanan masyarakat dapat 

terakomodir dengan baik. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, maka saran yang 

diberikan peneliti sebagai berikut: 

1. Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan diharapkan dapat 

mewujudkan program yang dicanangkan yakni Medan Tanpa Lubang dan 

Medan Tanpa Banjir dan terus berupaya memaksimalkan usulan masyarakat 

terkait permasalahan sistem infrastruktur kota Medan. 

2. Pada Aspek Anggaran, diharapkan membuat perencanaan anggaran sesuai 

kebutuhan aspirasi masyarakat agar proses normalisasi infrastruktur tidak 

terhambat dan lebih maksimal dilakukan. 

3. Diharapkan  kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan  agar dapat  

memberikan informasi yang  jelas dan akurat serta dapat mengedukasi 

masyarakat  awam yang sebelumnya  mengusulkan aspirasi  terkait perbaikan, 

normalisasi  dan rehabilitasi infrastruktur di aplikasi milik Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Medan. 
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